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Kata Pengantar 
 

Buku dengan judul “Reformulasi Kebijakan Sektoral Ekonomi 
Indonesia dalam Perspektif Globalisasi” terbit pada saat yang 
tepat dan kontekstual dengan permasalahan yang dihadapi 
negara dan industri nasional saat ini. Kontekstual terkait dengan 
upaya membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi 
nasional, sehingga dibutuhkan adaptasi dan reorientasi kebijakan 
liberalisasi agar tetap sejalan dengan peningkatan kinerja sektor 
strategis utama dan sektor pendukungnya. Kebijakan liberalisasi 
perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan secara 
bertahap disesuaikan dengan perkembangan dan tingkat daya 
saing industri, baik untuk tujuan substitusi impor maupun 
promosi ekspor. Dampak liberalisasi perlu dieliminasi semaksimal 
mungkin dan jangan sampai terjadi kasus deindustrialisasi dari 
pengembangan komoditas dan produk nasional. Pada setiap kerja 
sama perdagangan harus dapat dipetik manfaat dan dampak yang 
positif bagi pengembangan industri di dalam negeri. 

Bahasan dalam buku ini mencakup dua dimensi utama, 
yaitu: (a) Kebijakan sektor strategis utama ekonomi  nasional; 
dan (b) Kebijakan sektor strategis pendukung ekonomi nasional. 
Pada dimensi pertama bahasan pokoknya mencakup lima sektor 
riil pembangunan ekonomi nasional yaitu pengelolaan migas, 
pemasaran pariwisata Indonesia, pengembangan usaha mikro 
kecil dan menengah, pengembangan koperasi menghadapi 
globalisasi, dan divestasi PMA dalam industri perbenihan 
hortikultura. Kelima bahasan pokok ini mewakili kompleksitas 
permasalahan dan isu kebijakan perekonomian nasional dengan 
cakupan aspek reorientasi konsepsi dan paradigma pengelolaan, 
peran branding Wonderful Indonesia, kendala pemasaran UMKM, 
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reorientasi arah dan implementasi koperasi, serta pro-kontra 
divestasi PMA pada industri perbenihan hortikultura. 

Pada dimensi kedua bahasan pokoknya mencakup lima sektor 
strategis pendukung ekonomi nasional, yaitu kebijakan sektor 
keuangan dan perbankan, penyediaan energi listrik, penyertaan 
modal negara (PMN) pada BUMN, peningkatan peran ekonomi 
digital, dan kebijakan liberalisasi perdagangan. Kelima aspek 
bahasan ini merefleksikan urgensi kebijakan strategis pendukung 
sebagai katalisator dan dalam memberikan fasilitasi untuk 
keberhasilan pengembangan sektor ekonomi riil di dalam negeri. 
Aspek yang dikemukakan meliputi urgensi regulasi keuangan  
dan  perbankan  dan  paket  kebijakan  ekonomi,  ketersediaan 
dan akses energi listrik mendukung investasi, harmonisasi 
optimalisasi aset dan PMN pada BUMN, peran strategis ekonomi 
digital dalam mendukung pembangunan inklusif, dan pentingnya 
mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ratifikasi dan 
implementasi liberalisasi perdagangan. 

Saya menilai struktur dan format buku serta karya tulis 
pendukungnya memiliki sekuensi dan konektivitas yang baik 
dalam mendukung tema pokok terkait reformasi  kebijakan 
sektor strategis (utama dan pendukung) ekonomi  nasional 
dalam perspektif globalisasi. Justifikasi dan urgensi tema telah 
dirumuskan dengan baik dalam Prolog, dan temuan pokok dan 
implikasinya juga telah dirumuskan dengan seksama dalam 
Epilog dari buku ini. Melalui reorientasi dan adaptasi kebijakan 
pendukung diharapkan dapat memberikan fasilitasi dan 
penguatan pengembangan dan kinerja sektor strategis utama 
ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang secara 
berkelanjutan. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat 
kepada para peneliti yang dengan cermat dan inovatif telah 
menghasilkan  karya  tulis  ilmiah  (KTI)  yang  bermanfaat dalam 
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meningkatkan pemahaman dan perumusan strategi dan kebijakan 
untuk pemantapan kinerja dan keberlanjutan ekonomi nasional. 
Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. 
Dr. I Wayan Rusastra, APU yang telah mencurahkan waktu dan 
pikirannya dalam merancang tema, struktur dan format buku, 
dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak untuk 
diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji dalam buku 
ini bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional. 

 
Jakarta, September 2016 

Kepala Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI 
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Prolog 
 

Dalam konteks liberalisasi perdagangan yang diindikasikan 
oleh dibangunnya kerja sama perdagangan bilateral, kawasan 

perdagangan, serta perdagangan bebas regional  dan  global 
perlu dilakukan penguatan dan bahkan reformasi kebijakan 

pembangunan ekonomi sektoral. Penguatan dan reformasi 
kebijakan dapat mencakup sektor strategis utama dan sektor 

strategis pendukung ekonomi nasional. Sektor strategis utama 
yang dipertimbangkan dalam buku ini adalah sektor migas, 

sektor pariwisata, sektor UMKM, koperasi, dan industri benih 
hortikultura. Sebagai komplementasinya, dilakukan penguatan 

dan reformasi sektor strategis pendukung yang memegang peran 
penting sebagai fasilitasi dan pendorong sektor riil. Dalam konteks 
ini meliputi sektor keuangan dan perbankan, penyediaan dan akses 
listrik, pengelolaan aset dan penyertaan modal negara, ekonomi 
digital, dan pelaksanaan liberalisasi perdagangan. Penguatan dan 

reformulasi kebijakan dapat mencakup aspek paradigma dan 
strategi, dimensi regulasi, tata kelola, penyertaan modal negara, 
divestasi PMA, dan pengembangan pemasaran serta perdagangan. 

Terkait dengan sektor strategis utama, beberapa isu kebijakan 
penting pengelolaan migas di antaranya adalah: (a) peran sentral 
migas dalam memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan 
ekonomi nasional; (b) peningkatan kesejahteraan masyarakat 
melalui pemberian subsidi BBM dan LPG dalam anggaran negara; 
(c) kebijakan investasi asing di sektor  migas,  dengan  tetap  
terus mendorong peran investasi swasta nasional; (d) politik 
pengelolaan migas dengan sasaran ketahanan energi nasional 
dan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak; dan (e) perspektif 
kebijakan ke depan terkait dengan pengembangan energi baru 
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terbarukan dalam mendukung kedaulatan dan kemandirian energi 
nasional. Dalam pengembangan pariwisata nasional, sebagai 
salah satu sektor ekonomi unggulan, dengan mengedepankan 
branding Wonderful Indonesia, perlu diperhatikan harmonisasi 
promosi dan ekspektasi wisatawan. Indonesia memiliki kekuatan 
wisata alam dan budaya yang beragam, namun masih dihadapkan 
pada kelemahan yang mencakup kebersihan, keselamatan dan 
keamanan, keberlanjutan lingkungan hidup, dan infrastruktur 
pendukung pengembangan pariwisata. Keberhasilan pemasaran 
pariwisata Indonesia melalui peluncuran brand Wonderful 
Indonesia telah berhasil meningkatkan brand value, country image, 
dan menaikkan trust, namun tetap harus dikomplemen dengan 
kesiapan pihak terkait di dalam negeri untuk dapat mengatasi 
kelemahan dan permasalahan domestik pariwisata nasional. 

Sektor strategis utama berikutnya adalah pengembangan 
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penguatan 
aspek pemasarannya, yang menjadi salah satu titik lemah 
pengembangan di lapangan. Permasalahan umum yang dihadapi 
dalam pengembangan  UMKM  di  antaranya  adalah  akses 
sumber daya produktif, kualitas  SDM  yang  rendah,  efisiensi  
dan produktivitas rendah, sehingga memiliki daya saing yang 
relatif terbatas. Pemerintah menyadari kelemahan tersebut, 
dengan diterapkannya sejumlah kebijakan dan program seperti 
pelatihan, kredit program bersubsidi, dan pengembangan akses 
pemasaran yang merupakan permasalahan mendasar yang 
dihadapi oleh UMKM. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi 
perlu dilakukan reorientasi pengembangan koperasi sebagai 
wadah pengembangan ekonomi inklusif di tingkat akar rumput. 
Beberapa isu kebijakan yang dihadapi dalam pengembangan 
koperasi adalah: (a) dalam konteks  liberalisasi  ekonomi,  
apakah    pengelolaan    koperasi    masih    mengedepankan  azas 
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kebersamaan  dan  kekeluargaan,  dari-oleh-dan  untuk  anggota; 
(b) perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan kinerja 
positif, namun tetap membutuhkan pendampingan yang semakin 
intensif agar prinsip-prinsip koperasi dan profesionalisme 
pengelolaannya semakin baik; (c) permasalahan pengembangan 
koperasi mencakup aspek implementasi regulasi, kelembagaan, 
dan keterbatasan kegiatan sektor riil; (d) tingkat ketergantungan 
koperasi yang relatif tinggi, serta kontribusinya yang relatif masih 
rendah terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, ekonomi 
daerah, dan ekonomi nasional; dan (e) fenomena ketertinggalan 
ekonomi koperasi Indonesia dibandingkan dengan eksistensi 
koperasi di negara maju yang notabene menganut sistem ekonomi 
liberal dan kapitalistik. 

Industri perbenihan hortikultura memegang peran strategis 
dalam pengembangan ekonomi sektoral yang dinilai memiliki 
nilai ekonomi tinggi, untuk pengembangan ekonomi domestik 
dan promosi ekspor. Isu kebijakan terkait dengan pengembangan 
industri perbenihan hortikultura di Indonesia, di antaranya 
adalah: (a) divestasi PMA kaitannya dengan upaya pencapaian 
kemandirian dan kedaulatan benih hortikultura; (b) peran benih 
yang tidak tergantikan dan sangat menentukan keberhasilan 
produksi hortikultura (60 persen); (c) dominasi perusahaan asing 
(90 persen) dalam industri perbenihan hortikultura di Indonesia; 
(d) pro-kontra terkait dengan kebijakan divestasi PMA ini, di 
mana kelompok yang kontra menilai akan kontra produktif dan 
akan mendorong potensi impor benih hortikultura yang dapat 
mencapai nilai Rp70 triliun; dan (e) putusan MK yang menolak  
uji materi terkait divestasi tersebut, sehingga akan berdampak 
terhadap pengembangan sektor hulu-hilir perbenihan nasional, 
dan keberlanjutan pengembangan sektor hortikultura ke depan. 
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Keberhasilan pengembangan sektor strategis utama akan 
sangat tergantung pada kinerja sektor strategis pendukungnya 
yang akan memberikan fasilitasi dan sebagai faktor pendorong 
pengembangan ekonomi nasional. Faktor yang melatarbelakangi 
pentingnya reformulasi  sektor  keuangan  dan  perbankan  
dalam menghadapi tantangan globalisasi di antaranya adalah 
ketidakpastian keuangan global, perlambatan perekonomian 
global, dan relatif masih rendahnya harga minyak dunia. 
Tantangannya bagi Indonesia adalah terus berupaya memantapkan 
pertumbuhan sektor ekonomi domestik dan meningkatkan daya 
saingnya di pasar domestik dan ekspor melalui peningkatan 
efisiensi dan konektivitas dengan pemantapan pengembangan 
infrastruktur dan manajemen pembangunan nasional. Sektor 
strategis pendukung berikutnya adalah ketersediaan dan akses 
energi listrik yang berperan penting dalam mendorong investasi 
sektor riil dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk 
perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan yang besar terkait 
penyediaan energi listrik, baik secara geografis dan jumlah 
penduduk yang besar, dalam kondisi keterbatasan energi listrik. 
Penyediaan energi listrik merupakan permasalahan kompleks, 
sehingga pemerintah memberikan perhatian dan penanganan 
secara khusus dan berkelanjutan. Pemerintahan Joko Widodo 
menargetkan penambahan energi listrik sebesar 35.000 megawatt 
pada akhir tahun 2019. 

Reformasi kebijakan pendukung pembangunan lainnya  
yang patut mendapatkan perhatian adalah pengelolaan aset dan 
penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. BUMN dengan 
nilai aset yang besar dan sebagai agent of development mempunyai 
potensi yang sangat besar dalam mendorong sektor ekonomi riil 
jika dikelolasecaraoptimal. BUMN dihadapkan pada permasalahan 
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overinvestment dan pemborosan yang diindikasikan oleh tingkat 
profitabilitas dan nilai return on asset (ROA) yang sangat kecil. 
Pada kondisi pengelolaan aset yang kurang optimal, pemerintah 
justru memberikan stimulus ekonomi khususnya terkait dengan 
pelayanan publik melalui PMN pada BUMN, yang pada akhirnya 
berdampak kurang  kondusif  pada  pengembangan  semangat 
dan tata kelola yang profesional. Dua aspek penting lainnya 
sebagai faktor pendukung strategis pembangunan ekonomi 
nasional adalah peran ekonomi digital dan kebijakan liberalisasi 
perdagangan. Ekonomi digital memiliki tiga komponen utama yaitu 
infrastruktur pendukung (hardware, software, telekomunikasi, 
dan jaringannya), e-business, dan e-commerce yang dalam 
praktiknya telah merambah banyak sektor perekonomian seperti 
perdagangan, transportasi, keuangan, dan kesehatan, di samping 
bidang TIK (teknologi informasi dan komunikasi). Menyadari 
akan pentingnya ekonomi digital, maka pemerintah menargetkan 
Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia 
Tenggara pada tahun 2020. Disadari bahwa dibutuhkan reformasi 
kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan pengembangan 
ekonomi digital yang mencakup aspek permodalan, perpajakan, 
perlindungan konsumen, pembangunan infrastruktur, pengiriman 
logistik, dan sumber daya manusia. 

Di era globalisasi, setiap negara dituntut menerapkan 
keterbukaan ekonomi, yaitu keterbukaan perdagangan maupun 
keterbukaan keuangan, dengan sasaran akselerasi kelancaran 
arus mobilitas barang dan modal antarnegara dan kawasan. 
Indonesia telah meratifikasi sejumlah kesepakatan perdagangan 
internasional baik kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, 
sehingga harus menerapkan sejumlah kebijakan seperti 
penurunan hambatan tarif dan penghapusan hambatan nontarif 
seperti kuota impor. Dalam konteks kedaulatan dan kemandirian 
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ekonomi nasional perlu dilakukan adaptasi dan reformasi 
kebijakan liberalisasi sehingga tetap sejalan dengan upaya 
mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional 
secara inklusif dan berkelanjutan. 

 
Jakarta, September 2016 

Editor 
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Epilog 
 

Buku dengan judul “Reformulasi Kebijakan Sektoral 
Ekonomi Indonesia  dalam  Perspektif  Globalisasi”  mencakup 
dua dimensi utama, yaitu: (a) Kebijakan sektor strategis utama 
ekonomi nasional; dan (b) Kebijakan sektor strategis pendukung 
ekonomi nasional. Penguatan dan reformulasi kebijakan kedua 
sektor strategis ini bersifat komplementer, di mana kebijakan 
strategis pendukung merupakan katalisator dan pendorong 
keberhasilan pencapaian sektor strategis utama yang merupakan 
sektor ekonomi riil nasional. Dalam pengelolaan migas ke depan, 
menurut Juli P. Saragih perlu dilakukan reorientasi paradigma 
dan tata kelola agar tetap sejalan dengan semangat Undang- 
Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 33. Dalam perspektif 
kedaulatan dan kemandirian energi, harus dikedepankan 
penggunaan migas sebagai sumberdaya pembangunan dan 
sumber energi untuk mendorong kemajuan di sektor industri, 
energi listrik, transportasi, dan sektor ekonomi rumah tangga. 
Jadi dibutuhkan reorientasi pola pikir, di mana migas tidak dapat 
dipandang secara eksklusif sebagai komoditas dengan orientasi 
ekspor untuk perolehan devisa negara. Peran dan dominasi negara 
harus semakin besar, namun dalam kondisi keterbatasan sumber 
daya investasi, negara masih membutuhkan investasi asing dan 
teknologi tinggi untuk pengembangan sektor hulu migas dengan 
prinsip saling menguntungkan. 

Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah telah 
meluncurkan branding Wonderful Indonesia dengan target 
kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebesar 20 juta wisatawan 
manca negara. Menurut Yuni Sudarwati permasalahan mendasar 
yang perlu mendapatkan perhatian adalah internalisasi semangat 
dan nilai Wonderful Indonesia di kalangan pengelola pariwisata 
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dan masyarakat luas. Keberhasilan Wonderful Indonesia 
menaikkan brand value Indonesia, mendongkrak country image, 
dan menaikkan trust, harus dikomplemen dengan kemampuan 
untuk mengatasi kendala dan permasalahan pengembangan 
pariwisata di dalam negeri. Rendahnya daya saing pariwisata 
Indonesia di antaranya disebabkan oleh kendala ketersediaan, 
kemudahan, biaya tinggi transportasi dan akomodasi, kepedulian 
terhadap kebersihan, konservasi lingkungan, di samping 
permasalahan terkait keselamatan dan keamanan wisatawan. 
Reformulasi kebijakan pemasaran pariwisata Indonesia harus 
diarahkan pada peningkatan daya saing tersebut, sehingga bukan 
saja target peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat diraih 
tetapi lama tinggalnya juga akan meningkat. Dalam perspektif 
internalisasi strategi dan keberhasilan pemasaran pariwisata ini 
perlu juga digugah dan difasilitasi kesadaran berwisata di dalam 
negeri bagi masyarakat Indonesia. 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sokoguru 
ekonomi masyarakat dengan populasi tinggi dan sebagian besar 
bersifat informal, dengan sejumlah permasalahan khususnya di 
bidang pemasaran produk yang dihasilkan. Analisis yang dilakukan 
Sony Hendra Permana menunjukkan bahwa perkembangan 
teknologi informasi dapat menjadi solusi bagi permasalahan 
pemasaran dan distribusi produk yang dihadapi UMKM. 
Perkembangan internet dan e-commerce melalui situs belanja on- 
line berpotensi untuk memperluas jangkauan dan diversifikasi 
pemasaran produk UMKM, baik untuk tujuan pemasaran dalam 
negeri maupun ekspor. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, 
misalnya pemerintah daerah dapat menampilkan produk-produk 
UMKM pada website resmi Pemda, sehingga dapat memberikan 
jaminan bahwa produk tersebut memiliki keaslian dan berkualitas 
baik. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi dan 
infrastruktur yang mampu mendukung kemajuan teknologi TIK, 
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memperluas jangkauan, dan kecepatan akses internet di seluruh 
Indonesia. Di samping itu, diperlukan upaya optimalisasi fungsi 
Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa pengiriman yang handal 
dan aman untuk mendukung kegiatan pemasaran UMKM. 

Pengembangan koperasi dan UMKM memiliki keterkaitan 
yang kuat. Koperasi dapat berfungsi sebagai wadah kelembagaan 
bagi pengembangan UMKM yang sebagian besar dengan skala 
menengah ke bawah dan bersifat informal. Analisis yang 
dilakukan Mandala Harefa menunjukkan bahwa dalam usianya 
yang telah melebihi setengah abad, koperasi sebagai salah satu 
pilar utama perekonomian nasional dan juga sebagai instrumen 
pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput, belum berperan 
seperti yang diharapkan khususnya terkait dengan penciptaan 
lapangan kerja dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan 
masyarakat. Dalam perspektif globalisasi, pengembangan 
koperasi melalui pemantapan program kemitraan, perlu diperkuat 
dengan internalisasi jiwa kewirausahaan dan penguatan aspek 
kelembagaan (pasar input, usaha produktif, dan pasar output) 
sehingga mampu bersaing dengan entitas bisnis lainnya. 

Pengembangan industri benih hortikultura memegang 
peranan penting dalam peningkatan produksi komoditas 
hortikultura, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik  
maupun ekspor. Polemik kebijakan divestasi PMA pada industri 
perbenihan hortikultura didasarkan atas kekhawatiran 
ketidaksiapan industri benih lokal,  sehingga  dikhawatirkan  
akan mengganggu keberlanjutan pengembangan dan produksi 
hortikultura nasional. Menurut Iwan Hermawan, pengembangan 
industri benih hortikultura perlu dilihat secara integratif hulu- 
hilir, bukan bersifat parsial yang hanya melihat dari sisi hilir saja, 
yaitu eksistensi produsen benih lokal untuk melakukan kegiatan 
produksi   dan   ketersediaan   benih   hortikultura.   Sementara 
itu,   kemampuan   produsen   benih   lokal   masih   menghadapi 
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permasalahan serius terkait dengan pengelolaan SDG, pemuliaan 
tanaman, dan kelembagaan serta jaringan informasi terkait 
pengembangan industri benih di lapangan. Dalam perspektif ke 
depan, kebijakan pengembangan dan penguatan produsen benih 
lokal perlu diawali dengan pemantapan sub-sistem hulu agribisnis 
perbenihan hortikultura, dalam rangka mewujudkan industri 
benih yang berdaya saing dan mampu menjaga keberlanjutan 
pembangunan hortikultura nasional. 

Keberhasilan pembangunan sektor strategis utama tidak 
terlepas dari pemantapan dan penguatan kebijakan terkait dengan 
sektor strategis pendukung sebagai prasyarat keharusan dalam 
pembangunan ekonomi nasional. Sulasi Rongiyati menyatakan 
bahwa hanya bangsa yang memiliki keunggulan dalam 
pengembangan SDM, teknologi frontier, infrastruktur, budaya 
kerja dan korporasi yang handal, serta mampu menampilkannya 
dalam bentuk keunggulan komparatif dan kompetitif yang akan 
memenangkan pertarungan dalam era globalisasi. Dinyatakan 
bahwa Indonesia telah mengantisipasinya dengan mengeluarkan 
beberapa kebijakan sektor keuangan dan perbankan serta 
kebijakan internal paket kebijakan ekonomi secara bertahap. 
Dari sisi regulasi, sedikitnya dua undang-undang telah berhasil 
dibentuk yaitu Undang-Undang PPKSK dan Undang-Undang 
Pengampunan Pajak. Beberapa RUU perbankan sedang disiapkan 
penyusunan dan pembahasannya antara lain RUU BI, RUU OJK, 
dan RUU Perbankan. Sejak September 2015, pemerintah telah 
mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I-XII secara bertahap 
yang ditujukan untuk menciptakan stabilitas perekonomian dan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kebijakan strategis pendukung berikutnya adalah penyediaan 
energi listrik dalam mendukung peningkatan investasi. Achmad 
Sani Alhusain menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya 
memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, di mana sampai tahun 
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2015 rasio elektrifikasi listrik sudah mencapai 88,3 persen dan 
akan terus ditingkatkan menjadi 97,3 persen (2019) dan akhirnya 
100 persen pada tahun 2020, melalui program pembangunan 
listrik 35.000 megawatt. Program pembangunan listrik 35.000 
megawatt ini bukanlah program yang mudah untuk direalisasikan, 
namun dengan sejumlah kebijakan pendukung diharapkan dapat 
diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia 
dan mendorong peningkatan investasi. Dinyatakan telah 
ditetapkan  delapan  langkah  percepatan  pembangunan   proyek 
35.000 megawatt tersebut, serta telah diidentifikasi permasalahan 
dan antisipasi solusinya. Delapan langkah percepatan tersebut 
mencakup penyediaan lahan, negosiasi harga, proses pengadaan 
dari IPP, proses perizinan, kinerja pengembang dan kontraktor, 
manajemen proyek, koordinasi lintas sektor, serta RTRW dan 
percepatan pembangunan. 

Penyertaan modal Negara pada BUMN memunculkan 
kontroversi terkait dengan belum optimalnya alokasi sumberdaya 
yang dikuasai oleh BUMN, sehingga memunculkan disefisiensi dan 
rendahnya profitabilitas. Hasil analisis Rafika Sari menunjukkan 
bahwa rendahnya profitabilitas BUMN disebabkan oleh 
permasalahan overinvesmentdanrendahnyautilisasiaset, sehingga 
dibutuhkan perencanaan tata kelola dengan mengedepankan 
prinsip optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan sasaran 
maksimisasi keuntungan dan pencapaian indikator kinerja 
lainnya. Dalam konteks ini dibutuhkan inventarisasi dan pemetaan 
aset BUMN (saat ini diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun) dan 
juga pemetaan tupoksinya apakah murni profit oriented, BUMN 
perintis, atau murni melakukan pelayanan publik. Berdasarkan 
data ini dapat dilakukan analisis optimalisasi aset secara agregat 
dan internal BUMN dengan sasaran maksimisasi tujuan BUMN 
(tunggal atau ganda) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Perencanaan  ini  dapat  dipakai  sebagai  basis  oleh  pemerintah 
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untuk memberikan reward and punishment, dan bersama-sama 
dengan DPR dapat mencegah kehilangan aset BUMN, baik melalui 
pelepasan maupun pemindahtanganan aset. 

Bahasan terkait dengan peran ekonomi digital dalam 
mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional 
dilakukan oleh Edmira Rivani. Dinyatakan bahwa ekonomi digital 
memberikan peran dan dampak signifikan dalam peningkatan 
efisiensi, diversifikasi, dan kinerja sektor perdagangan dan sektor 
pelayanan jasa lainnya. Pemerintah patut memberikan dukungan 
kebijakan terkait dengan regulasi, pengembangan infrastruktur, 
dan mengeliminasi faktor penghambat pengembangan ekonomi 
digital. Ekonomi digital berperan positif dalam meningkatkan 
pelayanan pemerintah, menciptakan lingkungan bisnis yang 
kondusif, dan memberikan keterbukaan dan akses informasi, 
yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing negara dan 
kesejahteraan masyarakat secara luas. Ditegaskan bahwa masa 
depan Indonesia akan tergantung pada inovasi teknologi yang 
menghubungkan, memberi informasi, mendidik, dan mendukung 
kehidupan masyarakat serta mengangkat kinerja usaha lokal. 

Dalam perspektif membangun kedaulatan dan kemandirian 
perekonomian nasional, Eka Budiyanti lebih menekankan pada 
prinsip kehati-hatian dalam meratifikasi dan implementasi 
liberalisasi perdagangan nasional. Pemerintah perlu 
mempertimbangkan tingkat kesiapan industri dan memberikan 
perlindungandanfasilitasiyangdibutuhkandalammempersiapkan 
dan meningkatkan daya saingnya baik di pasar domestik maupun 
pasar ekspor. Indonesia sebagai negara besar, dengan populasi 
penduduk besar dan potensi pasar domestik tinggi, misalnya 
dalam membangun sektor pertanian harus mengedepankan 
pemanfaatan sumber daya pertanian lokal untuk memenuhi 
kebutuhan pangan nasional. Kebijakan impor pangan dapat 
dilakukan bila produksi dalam negeri tidak mencukupi (import 
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at the last resort),  sejalan  dengan  semangat  Undang-Undang  
No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Indonesia perlu melakukan 
pentahapan dalam penerapan liberalisasi perdagangan (misalnya 
dalam penurunan tarif impor) disesuaikan dengan tingkat daya 
saing industri, sehingga tidak terjadi deindustrialisasi dalam 
pengembangan komoditas dan produk di dalam negeri. Pada 
setiap kerja sama perdagangan (bilateral, regional, dan global) 
agar dipastikan bahwa Indonesia mendapatkan manfaat dan 
dampak positif bagi pengembangan dan keberlanjutan industri 
nasional dalam jangka panjang ke depan. 

 
Jakarta, September 2016 

Editor 
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Sektoral Ekonomi Indonesia 
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